




   1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam usaha mewujudkan suatu pembangunan diperlukan  upaya untuk 
mencapai perubahan menuju kearah yang lebih baik dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan 
Pembangunan daerah yang lebih majudiperlukan campur tangan langsung dari 
pemerintah, agar pelaksanaan pembangunan bisa tercapai berdasarkan tujuan 
yang diinginkan. Pembangunan disuatu daerah merupakan tanggung jawab 
pemerintah dalam mewujudkan cita-cita  pembangunanNasional. 
Peraturan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah 
yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka 
pemerintahan  mengeluarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang 
sistem perencanaan pembangunan nasional dalam pasal 23 tentang: Kepala 
satuan kerja perangkatan daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan didaerah propinsi, 
kabupaten, atau kota adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
yang selanjutnya disebut kepala BAPPEDA. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan (BAPPEDALITBANG) memiliki fungsi sebagai penyusun 
perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perencanaan pembangunan 
daerah. Jika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan fungsinya maka 
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pembangunan tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya penanggung 
jawaban dari pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu menyusun suatu aspek 
perencanaan dalam melaksanakan pembangunan disuatu daerah. Karena 
dengan adanya penyusunan rencana pembangunanserta pengendalian, dan 
pelaksanaan rencana tentunya akan lebih memudahkan pemerintah dalam 
menyelesaikan tugasnya sebagai penanggung jawab atas pembangunan daerah 
yang maju. 
Proses penyusunan rencana pembangunan merupakan awal dari 
pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pembangunan daerah. Dimana pemerintah dituntut untuk 
bisa menilai perkembangan kondisi pembangunan berdasarkan pencapaian 
hasil kinerjanya. Perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk 
menciptakan program pembangunan yang jelas dan terarah. Jika peran 
pemerintah terhadap pembanguna tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka 
program yang sudah direncanakan tidak akan terealisasi. 
Rencana pembangunan didaerah Kabupatan Kuantan Singingi 
memerlukan peranan langsung dari berbagai kalangan untuk mendukung 
keselarasan pembangunan daerah dari segala bidang dalam rangka mencapai 
tujuan bersama. Salah satu aspek terpenting dalam proses pembuatan 
keputusan pembangunan yaitu perlu diadakannya penyeleksian sekumpulan 
kegiatan. Penyeleksian Kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah rencana 
pembangunan (Musrenbang).Dikarenakan musrembang merupakan tempat 
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utama bagi masyarakat untuk mencurahkan keluhannya terhadap rencana 
pembangungan. 
Proses pelaksanaan musrenbang ini merupakan hal wajib yang harus 
dilaksanakan oleh setiap daerah agar mempunyai pedoman dalam 
menjalankan roda pembangunan. Musrenbang ini dimulai dari tingkat desa 
atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Kegiatan Musyawarah  Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) sangat penting dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan suatu daerah.  
Musrenbang desa merupakan forum musyawarah tahunan para 
pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa 
(RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Sebelum musrenbang kecamata 
dimulai, musrenbang ditigkat desa terlebih dahulu yang harus dilaksanakan. 
Musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu pada 
RPJM desa . Setiap desa diamanatkan untuk menyusunan dokumen rencana 5 
tahunan yaitu RPJM desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP desa. 
Kemudian barulah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan yang akan mengkaji 







Tabel 1.2 Daftar Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang 
Melaksanakan Musrenbang Tahun 2017 
No Kecamatan Terlaksana Tidak Terlaksana 
1 Cerenti   - 
2 Inuman   - 
3 Kuantan Hilir   - 
4 Kuantan Hilir 
Seberang 
  - 
5 Pangean   - 
6 Logas Tanah Darat   - 
7 Kuantan Tengah   - 
8 Benai   - 
9 Sentajo Raya   - 
10 Singingi   - 
11 Gunung  Toar   - 
12 Hulu Kuantan   - 
13 Pucuk Rantau   - 
14 Singing Hilir   - 
15 Kuantan Mudik   - 
 
Pada tahap Musrenbang kecamatan ini akan dilakukan suatu 
musyawarah yang akan dikaji tentang pembangunan apa saja yang akan 
dibutuhkan dari setiap kecamatan, yang mengarah kepada kepentingan 
masyarakat yang di dapat dari hasil musrenbang desa sebelumnya. Setelah 
musrenbang tingkat kecamatam ini dilakukan kemudian akan dilanjutkan 
dengan musrenbang kabupaten yang akan membahas hasil musrenbang dari 
tingkat kecamatan 
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan 
oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan 
pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 
membangun kesepahaman tentang kepentingan  dan kemajuan desa, dengan 
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cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia 
baik dari dalam maupun dari luar desa. 
Proses penyusunan  dokumen RKP Desa dibagi dalam tiga tahapan, 
tahapan tersebut adalah: 
1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa 
Merupakan Kegiatan Mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji 
ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data 
dan memverifikasi data kelapangan bila diperlukan. Analisa data yang 
dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau 
“analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, 
pengangguran, jumlah anak putus sekolah dan alain sebagainya. Hasil 
analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft 
rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggaran. 
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa 
Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku 
kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan 
darurat/kerawanan desa” membahas draft RKP desa menyepakati 
kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca musrenbang, 
dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasrkan masukan dan 
kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan 
(SK) Kepala Desa. 
3. Tahap sosialisasi merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada 
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.  
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RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang 
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program 
kementrian/Lembaga dan lintas kementrian dan lintas kewilayahan serta 
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana 
Pembangunan Tahunan Daerah yang yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Musyawarah perencanaan pembangunan atau yang lebih dikenal 
dengan Musrenbang dilakukann setiap tahun sebelum memasuki tahap 
anggaran baru.Musrenbang kabupaten Kuantan Singingi diawali dengan 
musrenbang tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan. Pada tahap ini 
setiap kecamatan musyawrah Perencanaan tingkat kecamatan, yang akan 
menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan dan di akomodir melalui 
program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing 
RT/RW/,Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 
Data usulan dari semua desa/kelurahan yang telah terkumpul, akan di 
musyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu 
dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada 
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten 
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Kuantan Singingi. Pada tahap musrenbang Kabupaten Kuantan Singingi 
semua aspirsi yang massuk melalaui  musrenbang kecamatan akan ditampung 
bersamaan dengan usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerha (OPD). 
Forum ini merupakan pembahsan usulan-usulan yang masuk, dan juga 
merupakan sarana fasilitas untuk melakukan koordinasi antara kecamatan 
dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan singkronisasi 
terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatanyang akan diakomodir 
dalam program usulan kegiatan OPD terkait. Usulan kecamatan akan 
dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang 
untuk mengakomodir usulan tersebut. 
Pada tahap ini OPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan 
kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD. 
Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan 
dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). 
Rencana kerja OPD merupakan gabungan rencana kerja antara program kerja 
OPD terkait. Usulan kecamatan dan usulan reses DPRD. Renja yang telah 
masuk dari semua OPD akan akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam 
rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD).  
Usulan yang telah lolos dalam verifikasi tahap ini akan dituangkan 
dalam rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk 
kemudian diusulkan dan dibahas oleh Eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan 
legislative (DPRD). Hasil pembahasan yang telah disetujui akan disyahkan 
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menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dengan demikian rencana 
kerja ini akan memiliki kekuatan hokum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang terkait. Oleh pemerintah daerah RKPD ini akan dijadikan 
sebagai salah satu dasar untuk penyusunan rencana Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA). 








1. Kabupaten 12 Maret 2015 Pembangunan  Desa 
2. Kabupaten 10 Maret 2016 Pembangunan  
3. Kabupaten 9 maret7 2017 Pembangunan dan 
Pendidikan 
(sumber:Data Olahan Penulis tahun 2017) 
Dari tabel diatas dapat dilihat pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan setiap 
tahun sebelum memasuki anggaran baru. Musrenbang Kabupaten Kuantan 
Singingi diawali dengan Musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya 
dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada tahap ini masing-masing kecamatan 
akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat 
kecamatan, yang akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang 
diusulkan dan diakomodir melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh 
masing-masing desa yang bersangkutan.  
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Usulan ini disusun dan disampaikan secara bertingkat mulai dari level 
RT atau RW, Desa atau Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua 
desa atau kelurahan yang telah terkumpul akan disatukan dan 
dimusyawarahkan. Hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu 
dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada 
Musrenbang tingkat Kabupaten Kuantan Singingi.  
Pada tahap Musrenbang Kabupaten Kuantan Singingi semua aspirasi 
yang masuk melalui Musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan 
dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
Rencana kerja OPD merupakan gabungan rencana kerja OPD terkait usulan 
kecamatan dan usulan hasil riset DPRD. Rencana kerja yang telah masuk dari 
rencana OPD akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan 
dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 
Seharusnya dengan adanya musrenbang masyarakat lebih mudah dalam 
menyampaikan aspirasinya, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak 
usulan program yang berasal dari kelompok penguasa yang lebih didahulukan, 
dengan membelakangkan usulan dan program dari aspirasi masyarakat. 
Sehingga usulan – usulan program dari hasil Musrenbang Desa dan 
Kecamatan menjadi tidak terealisasi,  karena kuatnya interpensi dari pihak lain 
yang memiliki wewenang lebih tinggi sehingga melemahkan fungsi-fungsi 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(BAPPEDALITBANG). Fenomena interpensi tersebut adalah: Pada saat 
penyusunan program dan usulan yang telah dari hasil musrenbang, terdapat 
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penyelewengan dari anggota penting daerah yaitu, mereka dengan mudahnya 
menghapuskan program yang telah diusulkan oleh masyarakat dan diganti 
dengan usulan yang di ajukan oleh anggota yang memiliki kepentingan 
sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak terlaksanakan. 
Berdasarkan fenomena yang penulis lihat di Bappedalitbang Kuantan 
Singingi ada beberapa masalah yang dalam hal ini akan melemahkan Fungsi 
Bappedalitbang dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di 
Kabupaten Kuantan Singingi : 
1. Seharusnya dengan adanya musrenbang masyarakat lebih mudah 
dalam menyampaikan aspirasinya, akan tetapi pada kenyataannya, 
masih banyak usulan program yang berasal dari kelompok 
penguasa yang lebih didahulukan, dengan membelakangkan usulan 
dan program dari aspirasi masyarakat.  
2. Masih banyak usulan – usulan program dari hasil Musrenbang 
Desa dan Kecamatan yang tidak terlaksana. 
3. Kuatnya interpensi dari pihak lain yang memiliki wewenang lebih 
tinggi sehingga melemahkan fungsi-fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(BAPPEDALITBANG). 
Pemerintahan perlu memfokuskan perhatiannya terhadap masyarakat 
mengenai keluhan program perencanaan pembangunan pemerintah yang 
masih belum terwujud hingga sampai saat ini. Melaksanakan pembangunan 
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah,namun merupakan pekerjaan yang 
12 
 
sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki 
tenaga dan fikiran yang benar-benar mampu mengemban tugas dan wewenang 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
Pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu 
dengan adanya suatu perencanaan yang cukup matang sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai, sehingga apa yang ingin dilaksanakan bisa benar-benar 
dapat terwujud dengan baik,maka perencanaan pembangunan daerah harus 
didorong dengan penerapan pembangunan daerah yang merata dan 
berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik 
dan dinamis.  
Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Derah, Penelitian dan 
Pengembangan (BAPPEDALITBANG) harus konsisten dan komitmen dalam 
menjalankan tugasnya, seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan juga dipengaruhi dengan adanya peran serta 
masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan. 
Melihat masalah yang ada di Kabupaten Kuantan Singing penulis 
tertarik mengangkat judul penelitian tentang “ Analisi Fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 
(BAPPEDALITBANG) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan 




      1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana fungsi BAPPEDALITBANG dalam menyusun perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi? 
2. Apa saja Hambatan-hambatan BAPPEDALITBANG dalam menyusun 
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singing? 
1.3 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui fungsi BAPPEDELITBANG dalam menyusun 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam penyusunan  
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. 
  1.4 Manfaat Penelitian 
 1. Bagi Peneliti 
 Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-
perkembangan ilmu sosial dimasa mendatang terutama ilmu 
Administrasi Negara. 
           2. Instansi 
 Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu 
pembuat kebijakan(pemerintah) maupun pelaksanaan fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan. 
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   3. Akademis 
Sebagai tambahan Khasana bagi perpustakaan dan sebagai bahan 
informasi bagi akademis yang ingin meneliti masalah yang sama. 
1.5 Sistematika Penuliasan 
Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, 
berikut ini penjelasan tentang masisng-masing bab: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II: KERANGKA TEORITIS 
Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan defenisi 
terhadap permasalahan yang diteliti. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa 
lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data subjek 
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV: GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
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Bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 
Pengembangan. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas hasil pengolahan data tentang fungsi Badan 
Prencanaan Peambangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 
dalam Menyusun Prencanaan Pembangunan di Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
BAB VI: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian 
yang peneliti lakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
